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BUPATI LAMPUNG UTARA 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 


NOMOR: 11 TAHUN 2017 


TENTANG 

I 

KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DAN PENGELOLAAN 
. DANA BERGULIR KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

Menimbang : ll.. bahwa untuk: meningkatkan keuangan pemerintahan Desa 
aalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkliltan 
pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha 
ekonomi masyarakat perdesaan terutama yang merup$an 
aset hasil kegiatan Program Nasional Pemberday,aan 

, Masyarakat (PNPM) Mandiri li'erdesaan, dipandang perlu 
adanya lembaga pengelolaan . aset berupa modal dana 
bergulir tingkat Kecamatan sesuai kebutuhan loka! dan , 
potensi yang ada; 

; 	 ,
b. 	 bahwa untuk: pengelolaan aset berupa modal dana bergulir, 

maka perlu mengatur Pedoman Pembentukan :dan 
Pengelolaan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai 
kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaanaset 
hasil kegiatan modal dana bergulir; 

c. 	 bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan hurnf b perlu membentuk PeratUran 
Bupati tentang Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
dan Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok 
Perempuan (SPP). 

, 
Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetf}pan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) ,dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tillgkat II termasuk Kotapraja DaIam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran. Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

, 
.J 



,. 
2. 	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa' kali diubah terakhir dengan Undang, 	 , 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

, 
3. 	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lem1!>aga 

Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indotlesia 
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5394); 

t 	 i 

:4. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
, 	 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reptiblik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); : 

, 
6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun ~015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); , 

, , 
7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana te1ah diubah deAgan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; , , 

~l I 
8. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

9. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

, 
11. 	Peraturan Menteri Deaa, Pembangunan Daerah Tertiriggal 

dan Transmigrasi Nomor 4 rahun 2015 tentang Pendipan, 
Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan USaha 
MilikDesa; 

12. 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun ~015 
tentang Pembentukan Produk Hukum di Daerah. 



MEMUTUSKAN: 
, I , 

Menetapkan PERATURAN BUPATI KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA, 
KEGIATAN (UPK) DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR 
KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) KABtJ.P,ATEN 
LAMPUNG UTARA . 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasail 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten LamPU11g Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. , 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas ~ayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dialru'i dan 
dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan berada di Kabupaten Lampung Utara. . 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
penyelenggaro pemerintahan Desa. 

i 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan' oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatut dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 
adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang merupakan perwujudan demokrasi' dalam penyelengg~ 
pemerintahan Dess sebagai unsur penyelenggara femerintahan Desa. 

8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat olel:]. BPD 
dan Kepala Desa. 

9. Badan KeIjasama Antar Desa/Kelurahan disingkat BKADK merupakan hadan 
keJjasama yang dibentuk oleh perwakilan antar Desa dalam musyaWarah 
tingkat kecamatan dan menjadi lembaga induk bagi Unit Pengelola Kegmtan 
(UPK). ,; 

10. Unit Pengelola Kegiatan disingkat UPK adalah lembaga antar Desa yang lahir 
dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mlmdiri 
Perdesaan yang diamanatkan untuk mengelola dan me1estarikan keiiatan 
dana bergulir simpan pinjam. . 

11. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan disingkat SPKP adalah kel~~pok 
perempuan perdesaan di Desa yang mengelola kegiatan dana bergulir s~pan 
pinjam d~ngan modal awal dan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PN'PM) Mandiri Perdesaan. t 

12. Tim VerifIkasi Perguliran disingkat TVP adalah unit kelembagaan UPK yang 
bertugas unt'Uk melakukan verifikasi administrasi dan lapangan untuk setiap 
usulan pengajuan dana simpan pinjam. 

13. Tim P.endanaan adalah unit kelembagaan UPK yang bertugas melaJFukan 
kajian terhadap usulan pinjaman dana perguliran atas hasil rekomendasi tim 
verifIkasi. 

!, 



14. Tim Penyehatan Pinjaman disingkat TPP adalah unit kelembagaan UPK yang 
bertugas melakukan penyelesaian terhadap kelompok Simpan Pinjam 
Perempuan (SPP) yang menunggak berclasarkan laporan UPK. 

15. Musyawarah Antar Desa disingkat MAD adalah musyawarah ti.Dgkat 
kecamatan/antar Desa yang menjadi fomm pengambilan keputusan tectmggi 
dalam pengelolaan dana simpan pinjam. 

BABII 


KELEMBAGAAN UPK 


Pasal2 
 , 
Kelembagaan UP~ merupakan unit pengelola kegiatan simpan pinjam kel6mpok 
perempuan untuk pelestarian dan pengembangan dana sebagai lerhbaga 
keuangan mikro milik masyarakat antar Desa yang modal awalnya berasal dari 
basil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 

PasalS 

Dalam program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) M~diri 
Perdesaan, kelembagaan UPK secara struktur setara dengan kelembagaan lain 
yang sudah ada dan permanen yaitu Badan Pengawas (BP-UPK), Tim Verifika.si 
Perguliran (TVP), Tim Pendanaan, Tim Penyehatan Pinjaman (TPP) berasal dati 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. . 

Pasal4 

(1) 	 Kelembagaan UPK berperan sebagai lembaga pengelola dana perguliran. yang 
sesuai dengan dasar-dasar dan aturan pokok pengelolaan dana bergulir~ 

(2) 	 Kelembagaan UPK didirikan sebagai lembaga penyalur dan pengelola. dana 
program untuk kegiatan pengembangan ekonomi, pembangunan Sarana 
prasarana, serta kegiatan peningkatan kualitas bidup yang berasal dari 
pemerintah, masyarakat maupun piha.1c ketiga. 

(3) 	 Nomenklatur, bentuk kelembagaan, fungsi, posisioning dan kewenanga:Q. UPK 
tetap dipertahankan sebagaitnana kondisi sebelum PNPM Mandiri Perdesaan 
berakhir.' • 

(4) 	Pengelol~'n kegiatan di UPK mengacu pada Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran 
Rumah Tangge, (ART) Badan Kerjasama AntB{ qesa/Ke1urahan (B~DI9' 
Standar Operasional (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan ketentuap. lain 
yang ditetapk:a.... oIeh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara me1alui ~adan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung 
utara. 	 " 

(5) 	AnggarSn Dasar (AO)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Kerjasama:Antar 
Desa/Kelurahan (BKADK), Standar Operasional (SOP) Unit Pengelola Kegiatan 
(UPK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebelum diundangkan :harns 
mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Lampung Utara. 

Pasal5 
I 

Dalam melakukan penyaluian dana perguliran UPK hams tunduk dab. taat 
pada regulasi yang ada disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) dan Pemerintahan Desa dan ketentuan masyarakat yang diamaI!Atkan 

dalam ketetapan Forum Musyawarah Antar Desa. 

http:Verifika.si


BAB III 

KEPENGURUSAN UPK. 

Pasal6 

(1) 	 Pengurus UPK adalah individu-individu yang terlibat langsung secara 
operasional sehari":hari dan bertanggung jawab secara personal yang ierdirl 
dati: 
a. 1 (satu) orang Ketua; 
b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan 
c. 1 (satu) orang Bendahara. 	 • 

(2) 	Pengurus UPK berasal dan warga masyarakat wilayah Kecamatan set$mpat 
dalam Kabupaten Lampung Utara yang dipilih melalui Forum Musyawarah 
AntarDesa. 

(3) 	Syarat-syarat pengurus UPK adalah sebagai berllrut: 
a. Mempunyai jiwa pemimpin dan jujur; 
b. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; 	 : 
c. Umur minimal 20-50 tahun dan harus berhenti menjadi pengurus ketika 
. berumur 65 tahun; dan . 

d. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan ekonomi 
serta; pemberdayaan masyarakat. 

(4) 	Apabila:dianggap perlu pengurus UPK dapat merekrut staf atau karyawan. 
(5) 	Kebutuhan, dan kompetensi staf atau katy~wan sebagaimana dimkksud 

ayat (4) dises:uaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan UPK. 

Pasal7 

(1) 	KOD,suitan atau fasilitator pendamping berkewajiban: 
a. memberlkan nasehat, saran, pendapat dan masukan yang diapggap 

penting untuk perkembangan dan kemajuan UPK kepada semua 
kelembagaan UPK; , 

b. melakukan pengendalian secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan UPK sesuai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah TJmgga 
(ART) UPK; dan 

c. Bersama BKADK membuat standatisasi keIja dan persyaratan 
kompetensi untuk semua jajaran kepengurusan UPK. 

(2) 	Konsultan atau fasilitator pendamping berwenang: I 

a. meminta penjelasan dati Ketua UPK mengenai persoalan! yang 
menyanglrut pengelolaan UPK; .,. : 

b. meminta laporan kepada Ketua UPK baik tertulis maupun lisan secara 
perlodik atau kondisional; dan . 

c. melindungi UPK terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kineIja UPK. 

B./U3IV 

MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS UPK 

Pasal8 
i 

(1) 	 Pengurus ppK dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya 
dapat dipilih kembali maksimal3 (tiga) kali masajabatan." . 

(2) 	 Pengurus UPK berhenti atau diberhentikan apabila: 
a. Meninggal dunia; 
b. Berusia 65 tahun; 
c. Mengundurkan dirl atas permintaan sendirl; . 
d. Melalrukan tindakan yang ro.erugikan UPK; 
e. Tidak mentaati ketentuan yang berlaku; 



f. Tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya; 
g. Tidak lagi berdomisili dalam wilayah kecamatan; 
h. Tidak masuk keIja selama 15 hari keIja berturut-turut; 
i. Tidak membuat laporan selama 3 (tiga) bulan; dan 
j. Tersangkut masalah hukum dengan status tersangka. 	 ' 

(3) 	Pemberhentian UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dius~lkan 
BKADK dan harus mendapa~ persetujuan tertulis dari $adan 
Permusyawaratan Desa (BPO) dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung 
Utara. . . . 

(4) 	 Pergantian pengUrUs UPK melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD) 
yang dihadiii unsur dari Badan PermusSiawaratan Desa (BPD) dan 
Pemerintah~ Desa Kabupaten Lampung Utara dan konsultan/fasilitator 
pendampmg. 

(5) 	Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahunan merupakan forum untuk 
menc.engarkan penje!asan progres kegiatan UPK bukan forum 
pen:anggungjawaban secara kelembagaan. . 

(6) 	 Tatacara m;usyawarah diatur dalam Anggaran Dasar (AD)IAnggaran RUmah 
Tangga (ART) BKADK. 

BABV 

HAl{ DAN KEWAJIBAN PENGURUS UPK 

Pasa19 

(1) 	 Pengurus UPK wajib melakukan pengelolaan kegiatan dana bergulir: guna 
menjamin pelestarian modal usaha kelompok perempuan Desa terri1asuk 
membuat laporan keuanganadministrasi pengelolaan. 

(2) 	 PengUrUs UPK wajib mentaati Anggaran Dasar (AD)IAnggaran Rumah 
Tangga (ART) dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlakU. 

(3) 	 PengUrUs UPK wajib mendukung kegiatan dan program keIja Pemenntah 
Kabupaten Lampung Utara. . ' 

(4) 	 UPK wajib menyelenggarakan musyawarah pertanggungjawaban setiap 
akhir tahun anggaran. 

(5) 	 PengUrUs UPK berhak atas gaji/honor bulanan, fasilitas kenyamanan:keIja, 
tunjangan lain dan pembagian surplus kegiatan. " 

(6) 	PengUrUs UPK berhak atas hak-hak lain sesuai keputusan MAD. 
(7) 	 Besaran nilai hak UPK dan pola pemberiannya dituangkan dalam Anggaran 

Dasar (AD)IAnggaran Rumah Tangga (ART) BKADK dan S'(andar 
Operasional (SOP) UPK. ' , 

PasallO 

(1) 	 Pengurus UPK wajib menyusun anggaran biaya,tahunan untuk mendUlrung 
semua operasional UPK. . 

(2) 	 Anggaran yang diajukan UPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ,hams 
mendapatkan persetujuan MAD. 

(3) 	 UPK wajib membuat laporan rutin bulanan, laporan akhir tahun dan 
laporan kondisional. .... ' , 

(4) 	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke ~KAD~ 
dengan tembusan disampaikan ke Camat dan Badan Pengawas (BP) Untt 
Pengelola Kegiatan (UPK) dan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara. 



i 
BABVI 

I SUMBER PENDANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR SPP 

Pasal11 

(1) 	 Sumber atau modal awal pendanaatl pengelolaatl dana bergulir berasal dati 
hibah dana Program Nasional Pemberdayaatl Masyarakat (PNPM) Mandiri 
PerdeSaatl melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. 

(2) 	 Penambahan modal dati surplus UPK. 
(3) 	 Bantuan dan/atau pinjaman dan/atau keIjasama baik dati pemerintah 

maupun pihak lainnya. 

Pa.sal12 

(1) 	 Dana SPP hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penambahan 
modal bergulir kelompok-kelompok SPP, dan unit usaha yang dilakukan 
UPK. . . 

(2) 	 Syarat dan ketentuan kelompok SPP sebagaimana dimaksud aYl'lt (1) 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART). 

(3) 	 Dalam hal kegiatan pengelolaan dana perguliran, dimungkinkan' UPK 
membentuk dan membiayai kelompok binaatl, melakukan usaha 
pembiayaatl, penyertaan modal, menyelenggarakan jaminan/asmansi 
resiko pinjaman dan penyisihan dana kelompok untuk kegiatan 
peningkatan kapasitas kelompok termasuk juga membentuk unit usalla 
sendiri yang mandiri. . 

(4) 	 Unit usaha sebagaimana pada ayat 3 (tiga) diatas dimungicinkan selama 
tidak sama dengan usaha kelompok binaannya. . 

(5) 	 Syarat dan ketentuan kegiatan yang dilakukan oleh UPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran 
Rumah Tangga (ART). 

(6) 	 Dana SPP tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan Usaha 
Ekonomi Produktip (UEP) dan atau unit usaha kelompok, non 
perempuan/campuran, atau dibagi rata untuk semua Desa/kelompok yang 
ada dalam lingkup wilayall keIja UPK untukdan dengan alasan aJi>apun 
juga. 

Pasal13 
•

(1) 	 Guna menjaga substansi dan semangat pemberdayaan seta nilai-nilai 
keberpiliakan terhadap perempuan yang sudall ditanamkan nielalui 
Program Naslonal Pemberdayaatl Masyarakat (PNPM) Mandiri Perd:esaan 
maka kegiatan UPK tetap hams melakukan pembiayaan kegiatan simpan 
pinjam kelqmpok perempuan. . ', 

(2) 	 UPK dapat membantu permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
apabila BUMDesa tersebut mempunyai unit usalla simpan pinjam dengan 
penerima manfaat kelompok perempuan. . 

BAB VII 

KELEMBAGAAN PENDUKU~G UPK 

Pasal14 

(1) 	Kelembag~ Pengembangan UPK s.dalall kelembagaatl yang dibe~t;Uc 
melal.ui PNPM Mandiri Perdesaatl yang secara struktur berada ~eJaJar 
den.gan UPK.· ' , 

(2) 	 Kelembagaatl Pengembangan UPK sebagainlana.- dimaksud ay~t (1) ~tar~ 
lain Badan Pengawas (BP) Unit Pengelola KegIatan (upK), TIm Ver;tflkasl 
Perguliran, Tim Pendanaatl dan Tim Penyehatan Pinjanlan (TPP). 

http:melal.ui


, ' 

(3) 	 Pola hubungan antar kelembagaan UPK, pembiayaan, hak dan kewlijiban, 
diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) BKADK 
dan Stander Operasional (SOP) masing-masing kelembagaan. 

Pasal15 

BKADK adalah badan ketjasama antar desa adalah lembaga yang 
memayungi,semua kelembagaan UPK. 

BAB VIII 

KEWMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (KSP) 

Pasal16 

(1) 	 Penerima manfaat kegiatan pergl.1liran adalah individu-individu berjenis 
kelamin perempuan yang tergabung dalam kelompok produktif dengan 
tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga. 

(2) 	 Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 
orang, paling banyak berjumlah 25 orang dan berdomisili dalam satq Desa 
yangsama. 

(3) 	Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pengunis dan 
anggota. . 

(4) 	 Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri 
dari Ketua, Sekretaris dan BendahFa. 

Pasal17 

Jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal (16) adalah: ' 
(1) 	 Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai 
'. 	 '. kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok 

. yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM); 
(2) 	Kelomwk' Usaha' Bersama (KUB) adalah kelompok yang mempunyai 

kegiat:all usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelotnpok, 
dengan priontas kelompok yang mempunyai Jnggota Rumah Tangga Miskin 
(RTM); . , 

(3) 	Kelompok -Aneka Usaha adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga 
Miskin (RTM) yang mempunyai usaha yang dikelola secara individu oleh 
anggiJta. 

I 

Pasal18 

Fungsi kelompok dalam melayani pemanfaat dana bergulir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal (16) dibedakan menjadi: 
(1) 	Kelompok Chanelling (penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan 

pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratail dan 
ketentuan yang ditetapkan oleh UPK. 

(2) 	 Kelompok Executing (pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman 
dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai 
dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaat. 

, 

BABIX 

PERSYARATAN KEWMPOK PENYALUR (CHANELLING) 

Pasal19 
, 

(1) 	 Umur kelompok sekurang-kurangnya 1 tahun pada saat akan mengajukan 
pinjaman. ' \ 

, 



(2) 	Mempunyai adminsitrasi dan pembukuan kelompok. 
(3) 	Ada kegiatan usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu artggota 

k.elompok 
(4) 	Mempunyai pertemuan rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan 

Pasal20 

Syarat kelompok pendanaan perguliran yaitu: 
(1) 	 Kelompok "Pemula" hanya dapat memperoleh pinjarnan Maksimal Rp. 15 

juta perkelompok, dan Rp. 3 juta per anggota. 
(2) 	Kelompok "Berkembang" dapat memperoleh pinjaman sampai dengan Rp. 

50 Juta per kelompok dan memiliki simpanan aktif dati anggota. 
(3) 	Kelompok "Matang" dapat memperoleh perguliran diatas Rp. 50 juta per 

kelompok. . ~ 
(4) 	Penetapan status kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) 

dan ayat (3) diatas ditetapkan dengan peraturan UPK. 

BABX 

i PERSYARATAN KELOMPOK PENGELOLA (EXECUTING) 
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(1) 	 Kelompok b~ngalaman mengelola simpanan dan pinjaman minimal 
3 tahun ' 

(2) 	 Kelompok telah menjadi nasabah UPK minimal satu tahun dengan kondisi 
tidak' pemah ada tunggakan. 

(3) 	 Meilipunyai aturan/Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga' (ART) 
kelembagalin secara tertulis. 

(4) 	 Mempunyai aturan pengelolaan simpanan yang mencakup jenis-jenis 
simpanan yang dikelola, bunga simpanan dan sebagainya. 

(5) 	 Mempunyai aturan pengelolaan pinjaman yang mencakup persyaratan 
pinjaman, jumlah pinjaman dan jangka waktu. 

(6) 	 Tunggakan pinjaman tidak boleh lebih dan 20% dati pinjaman yang 
dikelola. 

(7) 	 Maksimal pinjaman yang dikelola secara inandiri adalah 300% dati 
simpanan dan modal yang ada di ke1ompok. 

BABXI 

HASIL USAHA UPK 
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(1) 	 Hasil Usaha UPK atau surplus merupakan pendapatan yang diperoleh dati 
hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada 
pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1, (satu) 
tahun buku. 

(2) 	 Pendapatan adalah semua pendapatan UPK setelah diukurangi biaya UPK 
selamajangka waktu 1 (satu) tahun buku. ' . 

(3) 	 Biaya UPE.' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah se~ua b:aya yang 
dikeluarkan UPK meliputi biaya' operasional, biaya non operaslOnal dan 
biaya lain-lain sellimajangka waktu 1 (satu) tahun buku. 
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(1) 	Hasil Usaha UPK atau ~surplus dapat digunakan setelah dikurangi 
cadangan penghapusan piutang. ' 

(2) 	Penggunaan surplus UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
untuk: 
a. Penambahan modal (minimal 50%); 
b. Bonus pengurus UPK (maksimal 15%); 



, . 

c. Dasa sosial (minima110 %); 	 • 
d. Pengembangan kelembagaan UPK dan kelomPok (maksimal 15 %); dan 
e. Bonus pengurus BKADK (maksimal 10 %). 

(3) 	Pembagian hasil ..usaha UPK sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) 
ditetapkan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar 
. (AD)/ Ar;ggiu"an Rumah Tangga (ART) BKADK. 

BABXII 

'PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN• 	 i 
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(1) 	 UPK hanya dapat dibubarkan melalui mekanisme Forum Musyawarah 
Antar Desa. ' 

(2) 	Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apablla 
UPK dinyatakan pailit atau gagal bayar dan bukan untuk tujuan lainnya 
termasuk pembagian aset. 

(3) 	Penetapan status pailit ditetapkan oleh tim khusus yang dibentuk Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung 
Utara. 

(4) 	Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dan unsur 
pemerintah, masyarakat dan konsultan atau fasilitator. 
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(1) 	 Pengurusan aset dan kekayaan setelah pembubaran dllakukan oleh tim 
khusus yang dibentuk oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Utara. 

(2) 	Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan unsur 
pemerintah, masyarakat dan konsultan atau fasilitator. 

(3) 	Pengurusan aset dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengacu pada ketentuan dan perundang-lmdangan yang berlaku. 

BAB XIII 
, 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
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(1) 	 Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Lampung Utara berwenang melakukan pembinaan, monitoring 
dan evaluasi terhadap perkembangan manajemen dan sumber daya 
manusia pengurus UPK. , ' 

(2) 	BKADK mengkordinasikan pelaksanaan pengelolaan UPK sesuai dengan 
kewenangannya dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga 
(~. 	 . 

(3) 	 BP-UPK yang dibentuk melaJui MAD melakukan pengawasan terhadap 
pengurus UPK. 

(4) 	 Inspektomt Kabupaten Lampung Utara dapat melakukan pengawasan atas 
pengelolaan UPK jika terdapat penyertaah dana daerah yang di kelola UPK 
pada tahun beIjalan. 

, 	 Pasa127 
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Pengurus UPK dan kelembagaan UPK lainnya yang bertindak menyimpang 
dan ketentuan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugas-tugas dan 
kewajibannya, balk secara langs'ung maupun tidak langsung yang 
menimbulkan,kerugian bagi UPK wajib mengganti kerugian menurut pemtumn 
perundang:"uiIdangan yang berlaku. . 

, ' , 



BABXIV 

KETENTUAN PENUTUP 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang meogetahuinya, memerintahkan peogundangan Peraturan 
Bupati ini deogan penempatanoya dalam: Berita Daerah Kabupateo Lanipuog 
Utara. 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal '1' 1- 2017 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

~, 

AGUNG pro MANGKUN'EGARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR. .. rf... 
, 
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